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PEMERIKSAAN HAKIM VONIS RONALD TANNUR

KY Umumkan di Sidang Pleno

PURWOKERTO (KR) - Hasil pe-
meriksaan tiga hakim Pengadilan Negeri
(PN) Surabaya Jawa Timur yang mem-
vonis bebas terdakwa Gregorius Ronald
Tannur (GRT) dalam kasus pembunuhan
Dini Sera Afrianti akan diumumkan pa-
da sidang pleno. Sidang akan memutus-
kan sanksi yang dijatuhkan kepada para
hakim apabila terbukti bersalah pada
proses pemeriksaan sebelumnya.

Oleh karena itu, Mukti meminta selu-
ruh pihak untuk menunggu sidang pleno
KY untuk mengetahui hasil pemeriksaan
lengkap ketiga hakim lantaran saat ini
hasil pemeriksaan itu belum bisa dibuka
ke publik. "Tunggu pleno ya,” pungkas-
nya.

Sebelumnya, Senin (29/7), ayah dan
adik Dini Sera yang didampingi kuasa
hukumnya Dimas Yemahura, serta poli-
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Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X
bersama Kepala OJK DIY, Eko Yunianto
dan Direktur Utama Bank BPD DIY,

tisi Rieke Diah Pitaloka mendaftarkan
laporan dugaan pelanggaran Kode Etik
dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)
kepada KY. Pelapor meyakini terdapat
kontradiksi antara surat dakwaan mau-
pun tuntutan dan hasil pertimbangan
majelis hakim. Oleh karena itu, pelapor
ingin KY memeriksa dugaan pelang-
garan KEPPH serta menjatuhkan reko-
mendasi pemecatan bagi ketiga hakim
yang memutus perkara tersebut.

"Kami meminta kiranya KY dapat
memberikan rekomendasi yang terbaik,
yakni harapan kami adalah penghentian
hakim yang memeriksa perkara ini di PN
Surabaya. Itu harapan kami,” kata
Dimas. (Ant/Has)-f

DUGAAN PENCATUTAN NIK PILKADA JAKARTA

”Sidang pleno untuk putusan ini paling
lambat akan kami gelar pada awal bulan
September,” kata Anggota dan Juru
Bicara Komisi Yudisial (KY) Mukti Fajar
Nur Dewata usai diskusi bertajuk ‘Re-
fleksi Penegakan Integritas Hakim
Untuk Peradilan Bersih’ di Purwokerto
Jawa Tengah, Sabtu (24/8).

Diungkapkan, Tim Investigasi KY su-
dah melakukan pemeriksaan kepada tiga
hakim PN Surabaya di Pengadilan
Tinggi Surabaya, Senin (19/8). Peme-
riksaan dilakukan selama kurang lebih
lima jam. Dalam pemeriksaan, semua
hal didalami, terutama terkait ada atau
tidaknya pelanggaran selama proses
sidang terhadap Ronald Tannur.

Santoso Rohmad saat menghadiri acara
penganugerahan Financial Literacy dan
KEJAR Award 2024 di JIExpo, Jakarta

implementasi satu rekening satu pelajar (KEJAR)
terbaik kategori Bank Pembangunan Daerah oleh

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penghargaan diterima langsung
oleh Direktur Utama Bank BPD DIY, Santoso Rohmad dalam
acara Pencanangan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan
(Gencarkan) diJakarta pada Kamis (22/8/2024).

“Bank BPD DIY sangat berbangga dan berterima kasih atas
penghargaan yang diberikan oleh OJK. Penghargaan ini |
menjadi semangat bagi Bank BPD DIY untuk terus proaktif \
mendorong masyarakat Indonesia melek keuangan sejak dini”
kata Santoso PIAGAM PENGH

Lebih lanjut Santoso menyambaikan bahwa Penghargaan Diberikari Kepada
diberikan kepada Bank BPD DIY atas kontribusinya dalam
meningkatkan inklusi sekaligus literasi keuangan sejak dini. ¢

“Penghargaan ini sebagai bukti komitmen Bank BPD DIY 7 \ Fetmoal
dalam mendukung program KEJAR yang dicanangkan OJK Z PEMENANG
sebagai salah satu bentuk Aksi Pelajar Indonesia Menabung BANK IMPLEMENTASI KEJAR TERBAIK
dalam rangka implementasi Keputusan Presiden (Keppres) KATE R RANK BEMBANGUNAN DAERAH
Nomor 26 Tahun 2019 tentang Hari Indonesia Menabung” BRI g &
tambah Santoso. . W

Selain Bank BPD DIY, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa - . - Friderica Dewi
Yogyakarta juga mendapatkan penghargaan dalam Financial - d -
Literacy Award sebagai Pemerintah Provinsi Terbaik untuk
kategori pelaksanaan program Literasi Keuangan.
Penghargaan tersebut diterima oleh Wakil Gubernur DIY,
KGPAA Paku Alam X

Bank BPD DIY mendapat penghargaan sebagai Bank

PT BPD DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Dharma-Kun dan KPU Diminta Kooperatif

JAKARTA (KR) - Badan Pengawas
Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta meminta
bakal pasangan calon perseorangan
Dharma Pongrekun dan Kun Wardana
(Dharma-Kun) serta Komisi Pemilihan
Umum (KPU) untuk kooperatif meme-
nuhi panggilan terkait klarifikasi dugaan
pencatutan nomor induk kependudukan
(NIK). Sentra Penegakan Hukum Terpa-
du (Gakkumdu) DKI Jakarta telah me-
manggil pasangan calon perseorangan se-
banyak dua kali yaitu pada Jumat (23/8)
dan Sabtu (24/8).

“Kami telah memanggil dua kali, baik
Dharma-Kun maupun KPU, juga tidak
hadir,” kata Koordinator Penanganan
Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta Benny
Sabdo di Jakarta saat dihubungi di Ja-
karta, Minggu (25/8).

Benny mengatakan, selama pemanggi-
lan tersebut keduanya juga tidak hadir
dan hanya mewakilkan kepada pen-
gacaranya. Namun karena yang dibu-
tuhkan adalah keterangan dari pasangan

calon perseorangan, maka Bawaslu me-
manggil ulang untuk ketiga kalinya.

Begitu juga panggilan yang dilayangkan
kepada KPU DKI, lanjut Benny, dan hing-
ga panggilan kedua KPU juga belum bisa
hadir. "Hari ini panggilan ketiga untuk
agenda Kklarifikasi terkait pencatutan
KTP. Kami minta supaya pasangan calon
Dharma-Kun serta KPU agar kooperatif,”
katanya.

Surat panggilan resmi ketiga itu,
katanya, telah dikirim pada Sabtu (24/8)
kepada keduanya. Bawaslu telah memin-
ta keterangan dari para pelapor yang
merasa NIK-nya dicatut untuk men-
dukung pasangan calon perseorangan.

“Bawaslu menerima tujuh laporan ma-
syarakat terkait dugaan pelanggaran Pe-
milu dan kasus ini kemudian terus dipros-
es oleh Bawaslu. Gakkumdu sudah minta
keterangan para pelapor, saksi korban
dan ahli IT (teknologi informasi) serta ahli
hukum pidana pemilihan,” ujar Benny.

(Ant/Has)-f
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hasil kesehatan

mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika
dari tim;

q secara tertulis

diri sebagai anggota DPR, anggota
DPD, dan anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta

KABUPATEN KULON PROGO

PENGUMUMAN
NOMOR : 822/PL.02.2-PUI3401/2/2024
TENTANG
PENDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KULON PROGO TAHUN 2024

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun
2024 tentang Pencalonan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupat, serta
Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemiihan Umum Kabupaten Kulon Progo
mengumumkan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo
Tahun 2024 sebagai berikut
1 p KPU Kulon Progo Nomor 473 Tahun 2024

mengenai Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Mengajukan Pasangan Calon
Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Kulon Progo Tahun 2024 menyatakan syarat
minimal suara sah sebesar 24.809 (dua puluh empat ribu delapan ratus sembilan).
Waktu dan Tempat Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kulon
Progo sebagai berikut

N

a haritanggal : Selasa, 27 Agustus 2024 5.d Rabu, 28 Agustus 2024
waktu  Pukul 08.00 5.d Pukul 16.00 WIB

b, haritanggal : Kamis, 20 Agustus 2024
waktu Pukul 08.00 5.d Pukul 23.50 WIB

c. tempat Kantor KPU Kabupaten Kulon Progo

w

Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kulon Progo merupakan warga negara yang

tidak menmiliki kewarganegaraan selain warga negara Indonesia

4. Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kulon Progo harus memenuhi persyaratan

sebagai berikut

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;

d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun terhitung sejak Penetapan
Pasangan Calon;

27-28 AGUSTUS 2024

CL) 08.00 - 16.00 WIB

29 AGUSTUS 2024

(© o08.00-23.59 WiB

@ JI. KH. Wahid Hasyim No.19,

Bendungan, Wates, Kulon Progo
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. tidak pemah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap
terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik
dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam
hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang
berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah
melewati jangka waktu 5 (ima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani
pidana penjara putusan yang telah

kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai

latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku
kejahatan yang berulang-ulang;

tidak sedang dicabut hak pilinya berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap;

tidak pemah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat
keterangan catatan kepolisian;

menyerahkan daftar kekayaan pribadi;

tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara
badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan
negara;

tidak sedang pailit putusan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap;
memiliki nomor pokok wajib pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;

belum pemah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati,
Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan
yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon
Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;

belum pernah menjabat sebagai Gubemur untuk Calon Wakil Gubernur, atau
Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah
yang sama;

berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati,
Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak
ditetapkan sebagai calon;

tidak berstatus sebagai Penjabat Gubemur, Penjabat Bupati, atau Penjabat
Walikota;

Pengumuman selengkapnya dapat
diakses melalui website resmi
KPU Kabupaten Kulon Progo

https://bit.ly/PendaftaranPCBDWBKP

Pemilihan;

menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional
Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Aparatur Sipil Negara
serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon
Peserta Pemilihan; dan

o

berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik

daerah sejak ditetapkan sebagai calon.

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud di atas, Calon Bupati dan Calon Wakil

Bupati Kulon Progo harus memenuhi persyaratan:

a bukan mantan terpidana bandar narkoba dan terpidana kejahatan seksual
terhadap anak;

b. berhenti dari jabatan sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota,

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu , atau Dewan

Penyelenggaraan Pemilu paling lambat 45 (empat puluh lima) Hari sebelum
pendaftaran Pasangan Calon;

c. melaporkan pencalonannya kepada pejabat pembina kepegawaian bagi calon
yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara; dan

d. mengundurkan diri sebagai calon terpiih anggota DPR, DPD, atau DPRD bagi
calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD tetapi
belum dilantik

Permohonan Akses Silon untuk Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati Kulon Progo Tahun 2024 sebagai berikut:

a. Partai Politi Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Poiitik Peserta Pemilu tingkat

akses Sistem Informasi
Pencalonan (Silon) kepada KPU Kabupaten Kulon Progo;

b. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat
Kabupaten menunjuk admin Silon dan Petugas Penghubung disertai dengan

surat penunjukan;
c. Pengajuan permohonan pembukaan akses Silon dapat dilakukan oleh petugas
akses Silon

dengan surat
menggunakan formulir MODEL PERMOHONAN.SILON.PARPOLKWK yang
dapat ditandatangani oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai
Polik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten serta dilampiri dengan surat
penunjukan petugas penghubung;

Z:

®
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d. Pasangan Calon dapat mengunduh format Formulr  MODEL
PERMOHONAN.SILON.PARPOL KWK, melalui pranala/ link bit.ly/permohonan-
akses-silonkada.

KPU Kabupaten Kulon Progo membuka layanan helpdesk Pencalonan Bupati dan

Wakil Bupati Kulon Progo di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon

Progo, JI. KH. Wahid Hasyim No.19, Sanggrahan Kidul, Bendungan, Kec. Wates,

Kabupaten Kulon Progo, DIY, serta dapat dihubungi melalui
a. Nomor Telepon: (0274)774433
b. Whatsapp: wa.me/6282220887070
c. Email: kpukabkulonprogo@gmail.com

Informasi tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo dapat diakses

memalui website www.kab-kulonprogo. kpu.goid serta media sosial resmi KPU

Kulon Progo dan KPU Kulon Progo
(Facebook).

Demikian diumumkan untuk diketahui.

Dikeluarkan di Wates
Pada tanggal 24 Agustus 2024
Ketua Komisi Pemilihan Umum

G 0274-774433 o kpukabkulonprogo@gmail.com (@) +6282220887070

@ KPU Kulon Progo kab-kulonprogo.kpu.go.id




